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“Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini, besok dan seterusnya Tuhan pasti tolong” 

 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat 

sampai pada tahap ini, Khususnya selesainya tesis ini. yang dipersembahkan bagi 

orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi: 

 

Untuk kedua orang tua, Habariansyah, S.E. dan Trisna Andrilawitni, S.Pd. yang 

telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk 

kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Begitu besar cinta kasih yang 

selalu diberikan dari saya baru lahir hingga saya mendapatkan gelar Magister ini. 

Terima kasih dan sayang ku untuk kalian. 

 

Untuk Kaka saya, Bryan Adam, S.IP. yang senantiasa memberikan dukungan, 

semangat dan doa kepada penulis, Terima Kasih dan sayang ku untukMu. 

 

Untuk Kakek, Nenek, Yandril TM (alm), Yulia R yang telah memberikan doa bagi 

penulis untuk menyelesaikan gelar Magister ini, yang begitu besar menaruh harapan 

untuk penulis mencapai cita-citanya. Terimakasih dan sayangku untuk kalian. 

 

Untuk Pembimbing Tesis, Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum. atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang 

telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian 

dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. 

 



1 
 

Sabatini, Brya. 2026. Kepastian Hukum terhadap Limitasi Jangka Waktu Penyidikan 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai batas 

waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga 

dalam praktik penegakan hukum sering dijumpai proses penyidikan yang berlangsung dalam 

waktu yang tidak menentu dan berlarut-larut. Kondisi tersebut mengakibatkan tersangka berada 

dalam ketidakpastian hukum karena status hukumnya tidak segera memperoleh kejelasan, 

sementara korban juga harus menunggu penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang tidak 

pasti. Di sisi lain, tidak adanya limitasi jangka waktu penyidikan berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti penundaan penanganan 

perkara tanpa alasan yang sah, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, 

asas kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu formulasi hukum yang mampu memberikan batasan waktu yang jelas terhadap pelaksanaan 

penyidikan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan menjamin 

kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu bagaimana 

formulasi pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan yang ideal dalam sistem hukum acara 

pidana Indonesia dan bagaimana penundaan penanganan perkara akibat tidak adanya limitasi 

jangka waktu penyidikan dapat dijadikan sebagai objek praperadilan. Penelitian ini berangkat 

dari pemikiran bahwa kekosongan norma mengenai batas waktu penyidikan telah menimbulkan 

berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak 

tersangka dan efektivitas proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan 

KUHAP saat ini belum memberikan kepastian mengenai kapan suatu penyidikan harus 

diselesaikan ataupun dihentikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Akibatnya, proses 

penyidikan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya mekanisme 

pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas peradilan yang 

cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional setiap 

warga negara untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perkembangan 

hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan 

menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan dapat dikembangkan sebagai instrumen 

pengawasan terhadap tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus 

(case approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk memperoleh 

gambaran mengenai pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan di beberapa negara sebagai 

bahan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas 

bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 
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pengadilan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penyidikan dan praperadilan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa 

buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, disertasi, tesis, artikel ilmiah, dan 

pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan 

metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai 

pentingnya pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi 

manusia dan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai limitasi jangka 

waktu penyidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka pembaruan hukum 

acara pidana di Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum 

bagi tersangka, korban, maupun aparat penegak hukum, sekaligus mencegah terjadinya 

penyidikan yang dilakukan secara berlarut-larut tanpa alasan yang sah. Penelitian ini 

mengusulkan agar pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan mengenai batas waktu 

maksimal penyidikan ke dalam KUHAP yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas tindak 

pidana, disertai mekanisme perpanjangan yang dilakukan secara objektif dan berada di bawah 

pengawasan lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penundaan 

penanganan perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas seharusnya dapat dijadikan 

sebagai objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik yang 

berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan adanya pengaturan tersebut 

diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih profesional, akuntabel, transparan, serta 

mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak 

asasi manusia, dan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Penyidikan; Praperadilan 

Belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai limitasi jangka waktu penyidikan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia. Ketiadaan batas waktu tersebut 

mengakibatkan penyidikan dapat berlangsung dalam waktu yang tidak menentu, sehingga 

berpotensi menimbulkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan membuka 

peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut 

tidak hanya berdampak pada terhambatnya penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi 

melanggar hak konstitusional tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan untuk 

memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil, dan penyelesaian perkara dalam 

waktu yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pengaturan limitasi 

jangka waktu penyidikan dalam mewujudkan kepastian hukum serta mengkaji penundaan 

penanganan perkara sebagai objek praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan 

KUHAP saat ini belum memberikan kepastian mengenai batas waktu penyelesaian penyidikan 

sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada tidak efektifnya mekanisme 

pengawasan terhadap tindakan penyidik. 
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Brya Sabatini. 2026. Legal Certainty Regarding Time Limits for Investigations in Relation to 

Delays in Case Handling as a Subject of Pre-trial Proceedings. Master of Law Program, 

Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Principal Supervisor: Dr. Noor 

Hafidah, S.H., MHum. 135 pages. 

ABSTACT 

Keywords: Legal certainty; Investigation; Pre-trial hearing. 

The absence of explicit regulations regarding time limits for investigations within the Criminal 

Procedure Code (KUHAP) creates legal uncertainty in the criminal investigation process in 

Indonesia. This lack of a time limit allows investigations to drag on indefinitely, potentially 

leading to unjustified delays in case handling and creating opportunities for the abuse of 

authority by law enforcement officials. Such a situation not only hinders case resolution but also 

risks violating the constitutional rights of suspects and other interested parties to legal certainty, 

fair legal protection, and the resolution of cases within a reasonable timeframe. This study aims 

to analyze the formulation of regulations regarding investigation time limits to ensure legal 

certainty and to examine the delay in case handling as a subject for praperadilan (pretrial 

hearings). The findings indicate that current KUHAP provisions fail to provide certainty 

regarding the timeframe for completing investigations, resulting in a normative gap that renders 

oversight mechanisms for investigators' actions ineffective. 
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